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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November
1998 Tentang Perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kasmir (2013:3) “Bank berarti Lembaga keuangan yang kegiatan
usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

dana tersebut pada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.”

“Bank adalah suatu badan usaha yang kegiaan utamanya menerima simpanan
dari masyarakat dan/atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya
kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam
lalu lintas pembayaran.” (Subagio,dkk)

“Suatu industri yang bergerak pada bidang kepercayaan yang menghubungkan

debitur dan kreditur dana.” (Rudy Tri Santoso)

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir (2008:35) adapun jenis perbankan dewasa ini dapat



ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan
ditegaskan lagi dengan keuarkannya Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 1998

maka jenis perbankan terderi dari:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalahh
umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu
pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum

sering disebut bank komersil (commercial bank).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan

dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah



Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah
sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)

2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

3) Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat |

dan tingkat Il masing-masing provinsi. Sebagai contoh:

1) BPD DKI Jakarta

2) BPD Jawa Barat

3) BPD Jawa Tengah

4) BPD Jawa Timur

5) Dan BPD Lainnya

Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional
serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian
keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta
nasional atara lain:

1) Bank Muamalat

2) Bank Central Asia

3) Bank Danamon



4) Bank Niaga

5) Bank Lippo

6) Dan Bank Swasta Nasional Lainnya

Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang
berberbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah:

1) Bank Umum Koperasi Indonesia

2) Dan Bank milik koperasi lainnya

Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik
swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh
pihak luar negeri.

Contoh bank asing antara lain:

1) ABN AMRO bank

2) City Bank

3) Bank of America

4) Bank of Tokyo

5) Bangkok Bank

6) Dan Bank Asing Lainnya

Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh



warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

1) Sumitomo Niaga Bank

2) Bank Mericorp

3) Mitsubishi Buana Bank

4) Inter Pacifik Bank

5) Paribas BBD Indonesia

6) Dan Bank Milik Campuran Lainnya

Dilihat dari segi Status

Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang
berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer
keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveler cheque, pembukaan dan
pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi
bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi
sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti
hanya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank
devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.
Dilihat dari Segi Cara Menentuka Harga

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang
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1)

2)

berorientasi pada prinsip konvensional.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya,

bank yang berdasarkan prinsip konvensonal menggunakan dua metode yaitu:

Menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro,

tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinajamannya

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan

berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum

Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan

usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang

berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut.

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah penyertaan modal (musharakah)

3) Prinsip jual beli barang dnegan memperoleh keuntungan (murabahah)

4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)

5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang
disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa igtina)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang

berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.
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2.1.3 Fungsi Bank

1)

2)

3)

Menurut Julius R. Latumaerissa (2011:135) fungsi dari bank adalah:
Agent of Trust
Fungsi ini menunjukan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia
perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, dalam pengertian bahwa
kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa
percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari
masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan
menitipkan dananya di bank yang bersangkutan.
Agent of Development
Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang
kelancaran ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi.
Agent of Service
Fungsi ini bank disamping memberikan jasa pelayanan jasa keuangan
sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank juga turut
serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (payment
order), jasa kotak pengaman (safety box), jasa penagihan, atau inkaso (collection)

yang saat ini telah mengalami perubahan dengan nama city clearing.

2.1.4 Produk Bank

1.

Giro
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Menurut I Wayan Sudirma (2013:11) “Giro adalah simpanan di sebuah
bank yang penyimpanan atau penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan

sekaligus atau setiap saat dan penyimpan mendapat bunga uang.”

Menurut Kasmir (2008:69) dilihat dari Undang-Undang Perbankan Nomor 10
Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, “Giro adalah simpanan yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet
giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.”

Cek (Cheque)

Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang
memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang
kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.
Bilyet Giro (BG)

Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara
rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukuan sejumlah uang dari
rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya

pada bank yang sama atau bank lainnya.

. Alat pembayaran lainnya

Alat pembayaran lainnya adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara
tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya
untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama

atau bank lain.
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Table 2.1.4

Perbedaan Cek dan Bilyet Giro

No Keterangan Cek Bilyet Giro
1. Atas nama
1 Identitas Atas nama
2. Atas unjuk
2 Sifat Tunai & non tunai Non tunai
Ada dua tanggal:
Hanya ada satu|1. Tanggal
3 Tanggal
tanggal pembuatan
2. Tanggal efektif.

Sumber: Kasmir (2008:75)

2. Tabungan

bank yang penyimpanannya atau penyetorannya dapat dilakukan sekaligus atau

Menurut | Wayan Sudirma (2013:11) “Tabungan adalah simpanan disebuah

terus-menerus dan frekuensi penarikannya dibatasi oleh bank.”

Menurut Kasmir (2008:78) dilihat dari Undang-Undang Perbankan Nomor
10 Tahun 1998, “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat
ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan

dengan itu.”
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1)

2)

3)

4)

Ada beberapa alat penarikan tabungan, yaitu:

Buku Tabungan
Yaitu buku dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan,
penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi.
Slip Penarikan
Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor
rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasbah untuk menarik sejumlah uang.
Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.
Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama
dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah
uang, dan tanda tangan penarik.

Kartu Plastik (ATM)
Yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan sejumlah uang di mesin
Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM biasanya tersebar di tempat-
tempat yang strategis.

Deposito

Menurut I Wayan Sudima (2013:11) “Deposito adalah simpanan di sebuah
bank yang penyetorannya dilakukan sekaligus sesuai jangka waktu yang telah
diperjanjikan.”

Menurut Kasmir (2008:85) dilihat dari Undang-Undang Perbankan Nomor
10 Tahun 1998, “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
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dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan
dengan bank.”

Adaun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia adalah:

1)

2)

3)

Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu mulai dari 1,
2,3, 6,12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama
baik perorangan maupun lembaga. Bunga deposito dapat diambil setiap bulan
atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya.

Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu mulai dari 2,
3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk
sertifikat dan dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.
Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun
non tunai.

Deposito on Call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama
kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah besar.
Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum deposit
on call dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah

memberitahukan bank penerbit.
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2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 21 ayat
11, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak meminjam melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Veitzcal Rivai (2013:3) menyebutkan bahwa kredit adalah
“Penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi
pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur/penerima
pinjaman) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit

pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.”

Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal
dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan.
Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya

terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam (Ensiklopedia Umum).

Bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang maa balas
prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan

datang (Amir Rajab Batubara).

2.2.2 Unsur-unsur Kredit
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Menurut Kasmir (2008:98) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam
pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:
1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang,
barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan
penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan
penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon
kredit.
2. Kesepakatan
Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kepercayaan
antara kreditur dan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian
dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-
masing.
3. Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini
mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu
tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu rtisiko
tidak tertagih atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin

besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank,
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baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak
sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada
unsur kesengajaan lainnya.
5. Balas jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang
kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya
administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank
yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit
Menurut Kasmir (2008:100) adapun tujuan utama pemberian suatu kredit
adalah sebagi berikut:
1. Mencari keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil
tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagi balas jasa
dan biaya adminitrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah
Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana,
baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka
pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah
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1)

2)

3)

4)

5)

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan,
maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan
pembangunan diberbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan penyebarnya pemberian kredit adalah
sebagai berikut.

Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.

Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru
atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat
menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit
yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar
dimasayarakat.

Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya
diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit
yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.

Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk
keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai
berikut.

Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya uang maksudnya jika uang hanya

disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan
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diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang
atau jasa oleh debitur.

Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah
ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan
memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari
daerah lainnya.

Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk
mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna.

Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya
sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya
bertambah.

. Sebagai alat mobilitas ekonomi

Kredit dapat membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar
negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.

Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit akan tentu dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal

meningkatkan pendapatan.
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8. Untuk meningkatkan hubungan internasional
Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang
lainnya.
2.2.4 Jenis-jenis Kredit
Menurut Kasmir (2008:103) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari
berbagai segi antara lain sebagai berikut.
1. Dilihat dari segi kegunaanya
a. Kredit Investasi
Kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek
baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
b. Kredit Modal Kerja
Kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
a. Kredit produktif
Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi.
b. Kredit Konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
c. Kredit Perdagangan
Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang
dagangan yang bayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan
tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu
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Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling
lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja.

Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai
dengan 3 tahun, biasanya untuk kredit investasi.

Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yang memiliki
jangka waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun, biasanya digunakan
untuk kredit investasi.

Dilihat dari segi jaminan

Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk
barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini
diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama
baik calon debitur selama ini.

Dilihat dari segi sektor usaha

Kredit pertanian

Kredit perternakan

Kredit industry
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o

. Kredit pertambangan

D

. Kredit pendidikan

=h

Kredit profesi
g. Kredit perumahan
h. Dan sektor-sektor lainnya.
2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit
Menurut Kasmir (2008:109) Penganalisis kredit dengan menggunakan 5 C
adalah sebagai berikut.
1. Character
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan
kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini dapat dilihat dari latar belakang
nasabah baik dari latar belakang pekerjaan maupun latar belakang pribadi.
2. Capacity
Untuk melihat nasabah dalam kemampuanya dalam bidang bisnis dihubungkan
dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya
dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Pada akhirnya aan
terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. Capital
Untuk melihat pengguanaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuanga
(neraca dan laporan rugi laba), dengan melakukan pengukuran seperti dari segi
rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, rasio lainnya.

4. Collateral
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Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik bersifat fisik maupun
non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
. Condition of Economy
Dalam penilaian kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik
sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta
prospek usaha dari sektor yang dijalankan.
Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P yaitu:
Personality
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari
maupun masa lalunya, juga mencakup sikap, emosi, dan tindakan nasabah dalam
menghadapi suatu masalah.
Party
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan
tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya.
Purpose
Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit
yang diinginkan nasabah.
Prospect
Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau
tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

Payment
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Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil
atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. Profitability
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan

perlindungan.

2.3 Pensiun

2.3.1 Pengertian Pensiun

Menurut Kasmir (2008:325) “Pensiun adalah hak seseorang untuk
memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia
pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya

tergantung dari peraturan yang ditetapkan”.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1969, “Pensiun diberikan sebagai
jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas Pemerintah
kepadapegawai negeri, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara
tahun 1961 No. 263)”.

Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya
sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun

muda), (Wikipedia).
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2.3.2 Tujuan Pensiun
Menurut  Kasmir (2008:326), Bagi pemberi kerja tujuan untuk
menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penghargaan kepada pada karyawannya yang telah mengabdi di
perusahaan tersebut.

2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang
diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.

3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turn over
karyawan.

4. Meningkatakn motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari

5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah
Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiunan, manfaat yang diperoleh
dengan adanya pensiun adalah:

1. Kepastian memperoleh pengahasilan dimasa yang akan datang sesudah masa
pensiun.

2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.
Selanjutnya bagi Lembaga Pengelola Dana Pensiun tujuan penyelenggaraan dana
pensiun adalah:

1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan
berbagai kegitaan investasi.

2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
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2.3.3 Jenis-jenis Pensiun
Menurut Kasmir (2008:327), Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih
oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain:
1. Pensiun Normal
Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa
pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiu
di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk propesi tertentu.
2. Pensiun Dipercepat
Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya
pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.
3. Pensiun Ditunda
Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun
sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun.
4. Pensiun Cacat
Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta
mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan.
2.3.4 Persyaratan Pengurusan Pensiun
Persyaratan pengurusan bagi karyawan yang akan pensiun adalah
1. DPCP (Daftar Perorangan Calon Pensiun)
2. Foto kopi SK pertama dilegalisir
3. Foto kopi SK terakhir dilegalisir

4. Pas Foto 4x6 (5 lembar)
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5. Foto kopi surat nikah

6. Foto kopi akte kelahiran anak

7. Foto kopi KARPEG

8. DP3 tahun terakhir rata-rata bernilai baik

9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

Persyaratan pengurusan pensiunan janda atau duda

1. Surat pengantar dari instansi bagi yang meninggal dunia/tewas/cacat karena dinas

2. Foto kopi SK pensiun

3. Foto kopi Surat Kematian dilegalisir

4. Surat keterangan Kejandaan

5. Pas foto 4x6 (5 lembar)

6. Foto kopi surat nikah

7. Foto kopi daftar susunan keluarga

8. DP3 tahun terakhir rata-rata bernilai baik

9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat,

(dengan catatan apabila yang bersangkutan berhak kenaikan pangkat pengabdian).

2.3.5

Pengertian Kredit Pensiun

Kredit Pensiun adalah Fasilitas kredit kepada para pensiun dengan
persyaratan mudah, pelayanan cepat, fleksibel jangka waktu dan
penggunaannya (Sumber: Wikipedia).

Kredit pensiun adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada

para pensiunan PNS, pensiunan POLRI atau ABRI, pensiunan janda atau
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duda dari pensiunan tersebut (Sumber: BPR BDE).
Kredit Pensiun merupakan fasilitas kredit yang dirancang khusus

untuk para nasabah pensiun (Sumber: Bank BTPN).

2.4 Evaluasi
4.4.1  Pengertian Evaluasi
Menurut Arikunto dan Cepi (2008 : 2), bahwa “Evaluasi adalah kegiatan
untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang
selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang
tepat dalam mengambil sebuah keputusan.”
4.4.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi
Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian
juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002 : 13), ada dua tujuan evaluasi
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada

program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada

masing-masing komponen.

4.5 Sistem dan Prosedur
45.1 Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang
terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2001:5).
“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang Klerikal, biasanya
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan
yang terjadi berulang-ulang.” (Mulyadi, 2001:3)
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